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A. Latar Belakang Masalah
Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan
masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk
disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah
kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya dan ekonomi.
Desa merupakan sektor yang yang paling menonjol dan masih banyak memiliki
peluang untuk berkembang serta dampak positif bagi perekonomian bila
memang mampu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
ada.1
Menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan
keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki
masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Bahkan desa dimungkinkan
mengembangkan BUMDes yang secara definitif diartikan sebagai sebuah
perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah
dari desa. Dalam UU BUMDes, BUMDes didefinisikan sebagai usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat
1 Ridan Muhtadi dan Arif Rachman Eka Permata, “Sinergisme Baitul Mal Wa Tamwil
(BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM
Masyarakat Pedesaan di Madura”, Makalah Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III,
Madura, Perempuan, Budaya dan Perubahan, 2-21 Oktober 2016, http://lppm.turnojoyo.ac.id/.,
hlm. 144.
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desa yang sebesar-besarnya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes memiliki
empat tujuan utama yakni; 1) meningkatkan perekonomian desa, 2)
meningkatkan pendapatan asli desa, 3) meningkatkan pengolahan potensi desa
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung
pertumbuhan dan 4) pemerataan ekonomi pedesaan.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh
Pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan
masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong
perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat
dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut.
Perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan
diatur dalam kebijakan, bahwa dalam BUMDes memiliki komposisi dari
pemerintah desa minimal sebanyak 51 % dan 49 % dari masyarakat. Peraturan
yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik
Desa.2
Di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap,
terdapat BUMDes MUM (Mitra Usaha Maju). Yang mana BUMDes tersebut
di bentuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama untuk
menjalankan usaha sesuai dengan potensi desa dan masyarakat setempat.
Adapun untuk membangun BUMDes Mitra Usaha Maju terdapat kerja sama
2 Puguh Budiono, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Bojonegoro: Studi di Desa Ngriginrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan
Kanor”, Jurnal Politik Muda, Vol. VI, no 1, Januari-Maret 2015, http://journal.unair.ac.id/, hlm.
117-118.
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dalam permodalan, yakni antara pemerintah (yang memiliki modal/ sa>hib al-
ma>l) dan anggota BUMDes (yang mengelola modal/ muda>rib). Kemudian
keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati.
Pada saat BUMDes didirikan, Pemerintah Desa Welahan Wetan telah
memilih warga yang diprediksi mampu dan memiliki jiwa kewirausahaan
untuk mengelola usaha dalam BUMDes, dengan sistem tunjukkan dan
penawaran langsung kepada warga tersebut. Setelah beberapa warga dipilih
kemudian pemerintah desa memanggil warga tersebut untuk menyepakati
perjanjian dan menjalankan usaha dalam BUMDes.
Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama
dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum
membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.3
Seperti pengelolaan (manajemen) usaha yang tidak efektif pada BUMDes
Mitra Usaha Maju yang terdapat di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala.
BUMDes Mitra Usaha Maju yang sebagian besar usahanya ialah usaha
peternak ayam pejantan kini mengalami kendala. Faktor terbesar kegiatan
usaha di BUMDes MUM berjalan tidak lancar ialah pada para anggotanya
yang sebagian melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama. Hal ini
disebabkan karena sebagian besar anggota BUMDes berhenti mengelola usaha
dengan alasan telah memiliki pekerjaan pokok tersendiri dan hasil BUMDes
yang kurang maksimal. Sehingga BUMDes Mitra Usaha Maju hanyalah
3 Reza M Zulkarnaen, “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupetn Purwakarta”, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk
Masyarakat, Vol. V, no. 1, Mei 2016, http://jurnal.unpad.ac.id., diakses 13 Januari 2019, hlm. 1-
4.
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pekerjaan sampingan bagi anggotanya. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi
antara pemerintah desa dengan warga sekitar, kurangnya kesadaran anggota
dan minimnya rasa tanggung jawab terhadap BUMDes yang telah dimiliki
membuat sebagian usaha BUMDes mati begitu saja. Padahal modal yang
diberikan oleh pemerintah desa kepada BUMDes sudah terbilang cukup untuk
merintis usaha tersebut demi kemajuan perekonomian desa.4
Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan
(hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia
dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi
dan sosial kemasyarakatan.5 Fikih muamalah itu sendiri membahas mengenai
sistem kerja sama bagi hasil dalam usaha, yakni mud}a>rabah.
Mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan
pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah
bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi
kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh
misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.
Adapun prinsip hukum dari mud}a>rabah ialah terdapat pada Q.S. Al-
Muzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:
...َيْضرِبـُْوَن ِيف اْألَْرِض يـَْبتَـُغْوَن ِمْن َفْضِل اللَّهِ َوآَخُرونَ ...
…Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah…
4 Bukhori Masruri, Ketua BUMDes Mitra Usaha Maju, Wawancara, pada tanggal 22
November 2019 .
5 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 11.
5
Yang menjadi argument dari surat al-Muzammil ayat 20 di atas adalah
kata yad}ribu>n yang sama dengan akar kata mud}a>rabah yang berarti melakukan
suatu perjalanan usaha.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan memberikan beberapa contoh
bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam
akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur)
yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil
keputusan dari institusi yang berwenang.6
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat syarat dan rukun
mud}a>rabah yakni: pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau
barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam
usaha. kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang
disepakati. dan ketiga,  kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan
ditetapkan dalam akad.7
Dari pemaparan di atas, jika kondisi BUMDes tidak efektif, lantas
bagaimana sistem kerja sama permodalan pada BUMDes untuk meningkatkan
perekonomian desa tersebut? dan bagaimana pandangan hukum ekonomi
syariah terhadap praktik kerja sama permodalan pada BUMDes tersebut?
dalam kajian ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul
Sistem Kerja Sama Permodalan Pada BUMDes Mitra Usaha Maju
6 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2012), hlm. 120.
7 Anonim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),
hlm. 65.
6
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi  di Desa Welahan Wetan, Kec.
Adipala, Kab. Cilacap).
B. Definisi Operasional
1. BUMDes Mitra Usaha Maju
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Maju adalah
lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa
dalam rangka meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)
dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.8 BUMDes
Mitra Usaha Maju merupakan pengejawantahan dari amanat Pasal 87 UU
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes
dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong royongan untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian,
serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Organisasi BUMDes Mitra Usaha Maju adalah milik Pemerintah
Desa Welahan Wetan, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya
merupakan kekayaan Desa Welahan Wetan yang dipisahkan, bukan milik
kelompok atau perseorangan. Secara organisatoris BUMDes ini terpisah dari
struktur organisasi pemerintah desa, memiliki Anggaran Dasar dan
8 Anonim, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes: Departemen Pendidikan
Nasional PKSD (t.k: Fakultas Ekonomu Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4.
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Anggaran Rumah Tangga tersendiri, serta jenis kegiatan usaha disesuaikan
dengan perekonomian masyarakat Desa Welahan Wetan.9
2. Kerja Sama Permodalan
Modal adalah faktor produksi yang ketiga, atau bisa disebut sebagai
kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Modal meliputi
semua barang yang diproduksi lebih lanjut seperti mesin, peralatan, alat-alat
pengangkutan, persediaan bahan mentah, uang tunai dan lain sebagainya.10
Secara umum modal dapat diartikan sebagai uang, aset, atau
kekayaan yang digunakan untuk usaha produktif, namun secara teoritis
modal usaha ialah baik barang-barang konkrit maupun daya beli atau nilai
tukar. Jadi kerja sama permodalan adalah aset atau kekayaan bernilai, yang
nantinya digunakan interaksi dan kompromi dari beberapa elemen yang
terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara
langsung atau tidak langsung yang menerima manfaat dari kegiatan kerja
sama tersebut.11
3. Hukum Ekonomi Syariah
Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh
pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang
mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat
9 Anonim, Peraturan Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap
Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha Maju (Cilacap: t.p, 2016).
10 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, terj. Suherman
Rosyidi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 201.
11 Iswanto, “Pengertian, Sumber dan Jenis Modal”, https://repository.widyatama.ac.id.,
diakses 25 September 2019.
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saling berhadapan.12 Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-
hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat
berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan
berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, dan
Qiyas.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka
pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah sistem kerja sama
permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju yang nantinya akan dikaitkan
dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Agar permasalahan tersebut dapat
dipahami secara lebih jelas maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk
pertanyaan antara lain:
1. Bagaimana sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju
di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana  pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerja
sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju?
D. Tujuan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:
1. Untuk mengetahui sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra
Usaha Maju Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.
12 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama
(Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.
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2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem
kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju.
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu
sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya
yang terkait dengan sistem permodalan BUMDes.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka
untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan di bidang
pengembangan hukum ekonomi syariah.
3. Secara praktis, selain memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan
kepada lembaga yang diteliti, juga dapat memberikan manfaat yang positif
bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Maju maupun
pemerintah Desa Welahan Wetan agar dapat mengevaluasi program dan
meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan baik ekonomi
maupun sosial masyarakat Desa Welahan Wetan.
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang
relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan
menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti.
Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi
mengenai “Sistem Kerja Sama Permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju
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di Desa Welahan Wetan, Adipala” belum ada, akan tetapi penelitian yang
memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah
yang penulis gunakan, antara lain:
Mirza Iskandar Putra, 2017. Program studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam
skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan
Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus
di Desa Ngemplak, Kabupaten Boyolali”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa besar peran dana desa dalam mensejahterakan
masyarakatnya, untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam perspektif
Hukum Ekonomi Syariah dan apa saja faktor pendukung keberhasilan
pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research), menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Adapun
metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam
menganalisis data peneliti menggunakan metode evaluatif. Hasil dari penelitian
ini adalah pengelolaan dana desa sebagian besar digunakan untuk
pembangunan infrastruktur dan penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk
sosial ekonomi masyarakat dikelola melalui BUMDes Sejahtera yang
menggunakan sistem konvensional dengan bunga mencapai 15% setiap tahun,
sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena bunga
11
jelas riba. Namun pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa
tidak ditemukan unsur garar, maisir, haram, dan kezaliman.13
Skripsi milik Satika Rani, 2018. Program Studi Ekonomi Syariah, UIN
Raden Intan Lampung, yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut
Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya
Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung”. Tujuan penelitian
ini adalah untuk megetahui peran dari adanya BUMDes dan kontribusinya
dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, dan mengapa BUMDes
belum dapat mensejahterakan masyarakat desa secara keseluruhan. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian bersifat diskriptif
analisis dan  pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,
dokumentasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
BUMDes belum dilaksanakan secara syariah sehingga BUMDes dilihat
kesuksesannya dari segi materi saja, padahal menurut ekonomi Islam dari segi
non materi yang sangat penting yakni demi kemaslahatan umat, saling tolong
menolong, dan lain sebagainya, peran dan kontribusi BUMDes bukan hanya
dilihat dari segi ekonomi tetapi sosialnya juga. Walaupun belum sejahtera
secara merata namun telah ada peningkatan dengan adanya BUMDes
tersebut.14
13 Mirza Iskandar Putra, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi
Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Boyolali”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017).
14 Satika Rani, “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BUMDes Karya Abadi
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Atikah Rahmah, 2019. Program  studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara dalam skripsinya yang
berjudul “Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Dilihat dari Perspektif Wahbah} al-Zuh}ayli>: Studi di Desa
Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pendapat Wahbah} al-Zuh}ayli> terhadap pengelolaan pinjaman pada
BUMDes yang terjadi di Desa Bangun Rejo kecamatan Tanjung Marowa. Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), menggunakan
penelitian kualitatif. Adapun metode dalam menganalisis data peneliti
menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat
Wahbah} al-Zuh}ayli> tentang pinjaman pada BUMDes dari segi sistem
pengelolaan pinjaman pada BUMDes ialah tidak diperbolehkan dan hukumnya
haram karena bentuk pengelolaannya terdapat unsur riba.15
Jurnal yang ditulis oleh Coristya Berlian Ramadana, dkk. Yang
berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat
Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan
kontribusi BUMDes di desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa.
Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Objek penelitian ialah BUMDes di Desa Landungsari, Kecamatan Dau,
di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung”, Skripsi (Lampung: UIN
Raden Intang Lampung, 2018).
15 Atikah Rahmah, “Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Dilihat dari Perspektif Wahbah al-Zuh}ayli>: Studi di Desa Bangun Rejo
Kecamatan Tanjung Marowa”, Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019).
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Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini
menguunakan model interaktif melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah
keberadaan BUMDes di Desa Landungsari dan pembentukkannya telah sesuai
dengan peraturan desa yang ada. Mulai dari dasar hukum pembentukkan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan juga struktur
organisasinya. Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana BUMDes sudah
jelas, namun bentuk usaha yang dijalankan sangat banyak, sehingga kurang
terfokuskan sedangkan modal yang dimiliki masih terkendala.
Kontribusi BUMDes dalam penguatan ekonomi belum memenuhi dan
tidak meningkatkan pendapatan desa. Pemenuhan kebutuhan masyarakat  pun
masih belum tercapai, namun ada beberapa masyarakat yang terbantu dengan
adanya BUMDes ini. Seharusnya BUMDes menjadi motivasi untuk
mengendalikan desa yang mandiri, akan tetapi yang terjadi pada BUMDes di
Desa Landungsari masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga di bidang
ekonomi.16
Jurnal yang ditulis oleh Reza M Zulkarnaen yang berjudul
“Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”. Yang berbicara mengenai
Desa Parakan Salam dan Desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam,
16 Coristya Berlian Ramadana, dkk, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sebagai Penguat Ekonomi Desa: Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang”, Jurnal Administrasi Publik Vol. I, no. 6, https://media.neliti.com, diakses 11 Januari
2019, pukul 11.30 WIB.
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Kabupaten Purwakarta, yang belum memiliki BUMDes sebagai lembaga
perekonomian masyarakat, padahal terdapat potensi yang besar untuk
mendirikan BUMDes di desa tersebut seperti letak geografis yang strategis,
dan mengacu pada tujuan BUMDes serta potensi masyarakat yang baik untuk
kesejahteraan masyarakat. Metode untuk meningkatkan minat masyarakat agar
mendirikan BUMDes ialah dengan cara penyuluhan, yakni sosialisasi
mengenai BUMDes. Kemudian mendirikan BUMDes sebagai lembaga
ekonomi guna mengelola aset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya demi
kesejahteraan masyarakat.17
Skripsi dan jurnal di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:







































































































































































Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati. Kajian
spesifik mengenai Sistem Kerja Sama Permodalan Pada BUMDes Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Welahan Wetan, Adipala) belum ada.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan
karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang
sudah ada.
G. Kerangka Teori
Dalam fikih muamalah, kerja sama dalam permodalan usaha yang
modalnya berasal dari salah satu pihak disebut sebagai mud}a>rabah. Istilah
mud}a>rabah berasal dari kata d}a>rb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian
memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mud}a>rabah merupakan
bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah
qira>d}.18
Al-Mud}a>rabah, adalah akad yang dibuat antra pemilik modal (s}a>h}ib al-
ma>l) dengan pengelola (mud}a>rib) sehingga memperoleh keuntungan atau
pendapatan dari pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (bagian) yang
telah disepakati di awal akad. Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik
modal sebagai pihak yang menanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak
pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak
tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
18 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.
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H. Sistematika Pembahasan
Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini,
maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu
dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:
BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika
pembahasan.
BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: Pertama, tentang akad
seperti pengertian akad, asas-asas akad, rukun dan syarat akad. Kedua, tentang
mud}a>rabah seperti pengertian, jenis, landasan hukum, rukun, syarat, batalnya
kerja sama dan manfaat dari mud}a>rabah.
BAB III: Memuat tentang metode penelitian, antara lain: Jenis
penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan
penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.
BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti peraturan hukum
tentang BUMDes (asal usul bagaimana BUMDes terbentuk) yaitu UU No. 23
Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Badan
Usaha Milik Desa, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan AD/ART
BUMDes Mitra Usaha Maju, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana sistem
kerja sama permodalan pada BUMDes MUM seperti unit kegiatan usahanya
secara nyata, dan analisis mengenai sistem kerja sama permodalan pada
18
BUMDes MUM perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Welahan Wetan,
Kecamatan Adipala.
BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang






1. Sistem kerja sama permodalan pada BUMDes Mitra Usaha Maju Desa
Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap ialah dengan cara
bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari setiap unit-unit usaha di
dalamnya yakni usaha ayam pejantan, kerajinan kayu, souvenir dan e-
warung. BUMDes Mitra Usaha Maju dibentuk melalui musyawarah yang
menghasilkan kesepakatan dipilihnya anggota-anggota BUMDes untuk
menjalankan usaha BUMDes. Adapun modal BUMDes Mitra Usaha Maju
berasal dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Sedangkan
anggota melaksanakan tugasnya untuk mengelola, menata, mengembangkan
dan mengawasi usaha BUMDes Mitra Usaha Maju demi terciptanya tujuan
BUMDes yakni kesejahteraan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam
kesepakatan kerja sama usaha tersebut terdapat prinsip bagi hasil dengan
rincian pembagian 42% untuk pengelola dan 58% untuk desa yang nantinya
dipecah kembali untuk keperluan desa dan pemupukan usaha.Walaupun
jalannya usaha telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun BUMDes
Mitra Usaha Maju masih belum berkembang dengan pesat dikarenakan
keterbatasan modal dan sumber daya manusianya, sehingga BUMDes Mitra
Usaha Maju belum mencapai tujuannya secara optimal.
2. Sistem kerja sama BUMDes Mitra Usaha Maju perspektif Hukum Ekonomi
Syariah ialah sesuai dengan prinsip kerja sama mud}a>rabah, dalam bentuk
82
mud}a>rabah muqayyadah antara s}ah}ib al-ma>l (pemerintah desa) dan mud}a>rib
(pengelola), bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh s}ah}ib al-ma>l,
yaitu s}ah}ib al-ma>l telah menetapkan ketentuan jenis usaha, sistem bagi hasil,
tempat dan waktu dari kerja sama tersebut tanpa adanya jaminan yang
menurut sebagian ulama membolehkannya. Jenis usaha yang terlaksana
ialah pada bidang industri, peternakan dan perdagangan menggunakan
sistem bagi hasil 42% untuk mud}a>rib dan 58% untuk s}ah}ib al-ma>l. Sistem
kerja sama BUMDes Mitra Usaha Maju bertempat di Desa Welahan Wetan
dan dengan jangka waktu lima tahun. Adapun bagi pengelola yang lalai
terhadap modal usaha (menyebabkan kerugian) maka pengelola wajib
mengganti kerugian dan atau diberhentikan karena telah merusak tujuan dari
akad kerja sama tersebut. Sedangkan jika perselisihan tidak kunjung selesai
dikarenakan pengelola tidak mampu mengembalikan modal beserta
kerugian maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah yang
menghasilkan perdamaian (al-s}ulh) yang berakhir pada perdamaian
berbentuk hibah dari s}ah}ib al-ma>l kepada mud}a>rib.
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B. Saran-saran
1. Diharapkan bagi pemerintah desa seharusnya lebih memperhatikan
BUMDes agar BUMDes berjalan dengan sebagaimana mestinya dan
menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pemerintah harus bertindak
tegas atas keluhan-keluhan dan permasalahan yang dialami BUMDes
supaya anggota atau pengelola lebih bersemangat dalam menjalankan usaha-
usahanya.
2. Bagi anggota BUMDes Mitra Usaha Maju hendaknya lebih semangat dan
kompeten dalam menjalankan usaha pada BUMDes baik dari segi pengelola
maupun pengawas agar terciptanya tujuan dari adanya BUMDes Mitra
Usaha Maju. Karena sebenarnya kerja sama pada BUMDes Mitra Usaha
Maju telah sesuai dengan prinsip muamalah, sangat disayangkan jika kerja
sama pada BUMDes belum maksimal. Dengan meningkatkan semangat dan
kecakapan dalam menjalankan usaha maka BUMDes yang kecil akan segera
berkembang menjadi lebih baik supaya dapat mensejahterakan masyarakat
desa,menjadikan BUMDes sebagai penguat kegiatan ekonomi dan sosial di
Desa Welahan Wetan, dan mencapai semua tujuan-tujuan BUMDes
sebagaimana mestinya.
3. Diharapkan untuk selanjutnya BUMDes dapat memilih anggotanya yang
benar-benar kredibel, berpengalaman dan bertanggungjawab agar modal
yang dipakai untuk BUMDes tidak berakhir sia-sia.
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